BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 33 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam
pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang
baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja
pemerintahan daerah;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum
Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks
Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi
Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-
3.0T.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah
Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks
Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;

bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam
Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan
tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum
pada Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Tabalong tentang Pembentukan Tim
Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah
Daerah di Kabupaten Tabalong Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor



0.

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856j;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897},

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);
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Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang
Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian
Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024
Nomor 969);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor S5 Tahun
2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3J;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2025 Nomor 44);

9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026.
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Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada
Pemerintah Daerah di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II serta penunjukan Person In Charge (PIC) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 e 301

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFAN]‘{

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 33 /KUM/2026

Tanggal: 931&“ ng_,(,

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TABALONG

Ketua

Anggota

TAHUN 2026

: Drs. H. Abu Bakar Sidiq, M.M. (Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong)

1.

Pathul Zennah, S.H. (Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong)

. Akhmad Ramadani Nordin, S.H. (Perancang Peraturan

Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong)

Khairunisa, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong)

Widia Astuti, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong)

. Ahmad Haekal Redhani, S.H. (Analis Hukum Ahli Pertama pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong)

. Ahmad Fauzan Hakim, S.H. (Penyusun Materi Hukum dan

Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong)

Syviana Sari, S.H. (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-
undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong)

Nana Fitri Annisa, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong)

Hamdani Rakhman, S.Sos. (Penata Kelola Hukum dan
Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong)

BUPATI TABALONG,
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 23 /KUM/2026

Tanggal: 0) P sely

URAIAN TUGAS TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

1. Ketua Tim Kerja bertugas: bertanggung jawab terhadap pemenuhan data
dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan
variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.

2. Anggota Tim Kerja bertugas:

a. menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi
Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun
2026;

b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks
Reformasi Hukum; dan

c. melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data
dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim
Kerja.

BUPATI TABALONG,
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LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 23 /KUM/2026

Tanggal: %W‘;‘ %20

PENUNJUKAN PERSON IN CHARGE (PIC) PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

Nama
NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

Nomor Telepon/ Handphone

Nama
NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

Nomor Telepon/ Handphone

Pathul Zennah, S.H.
19790909 200604 2 015

Penata Tk.I (III/d)

Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum  Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong

081348651819

Akhmad Ramadani Nordin, S.H.
19980119 20202504 1 005

Penata Muda (III/a)

Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabalong

082251054190

BUPATI TABALONG,
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